
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2016 KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Fasilitas. Hakim
Agung. Hakim Konstitusi. Perubahan. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5956).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN

2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG

DAN HAKIM KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas

konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, perlu

menyesuaikan ketentuan tentang honorarium

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas

Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014

tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan

Hakim Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

www.peraturan.go.id
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Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak

Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim

Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5226);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang

Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 154) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak

Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5851);

www.peraturan.go.id


